
WALIKOTA MADIUN 

SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 41 TAHON 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 10 

TAHUN 202 1 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA KEPADA PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN 

WALIKOTA MADIUN, 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi 

tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 

2019 (COVID- 19) di Kota Madiun berdasarkan Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/4239/2021 

tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi 

Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 

2019 (COVID- 19), Pemerintah Kota Madiun memberikan 

insentif dan santunan kematian; 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka Peraturan 

Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk 

Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan 

Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi 

dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 

Madiun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis 

Pembcrian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi 

Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kota Madiun; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2020; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri 

terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Daerah; 

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/ 

4239 /2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan 

Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19); 

11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan 

Pengeluaran Keuangan Daerah Berbasis Akrual; 

14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan 

Berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kota Madiun; 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADWN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 10 

TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI 

KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA MADIUN. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dalam Peraturan Walikota Madiun 

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kepada 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun 

(Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 10/G) 

ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 7 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal7 

(1) Dengan diberikannya tambahan penghasilan 

berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4, maka pemberian honorarium PNS hanya 

diperbolehkan untuk jabatan-jabatan tertentu. 

(2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi : 

a. Pejabat Pembuat Komitmen; 

b. Pejabat Pengadaan; 

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 

d. Pengelola Dana DAK Fisik dan Non Fisik, Pengelola 

Dana DBHCHT dan Pengelola Dana Bantuan Keuangan 

Provinsi berdasarkan petunjuk teknis masing-masing; 

e. Tenaga pendidik/kepala sekolah/pengawas di 

lingkungan Dinas Pendidikan pada Kegiatan 

Penyelenggaraan Sekolah dan Kegiatan yang dibiayai 

dana BOS; 
f. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan 

COVID 19. 
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Pasal II 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Madiun. 

Diundangkan di Madiun 
pada tanggal J September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

D . AHSAN SRI HASTO 

Pembina Utama uda 
NIP. 19680509 198809 1 002 

SERITA DAERAH KOTA MADIUN 
TAHUN 2021 NOMOR 41/G 

Ditetapkan di Madiun 

pada tanggal 3 September 2021

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

Ors. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd. 

Salinan se9Uai dengaa ulinya. 
a.a. WALl~OTA MADWN 

· · . . ·.Daerah. 
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